BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 430 /1431 /201y

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA BAGI KELUARGA
PENDUDUK MISKIN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang . a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

' yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat serta taat pada peraturan
perundang-undangan,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Penduduk Miskin
mengatur Bupati menetapkan daftar penerima dan
besaran bantuan sosial uang duka yang
direncanakan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka
Bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahap I Tahun

Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
236);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor
9);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan  Bantuan

Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 31);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Penduduk
Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Memberikan Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga
Penduduk Miskin Tahap I Tahun Anggaran 2021,
dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal
dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal |Z Maret 202)
BUPATI SUKOHARJO,

S

'
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TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
2. Sekretaris

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
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Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
dan

. Kepala Bidang Perbendaharaan pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.



